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SMK PADA
PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTA
NO
.

MENURUT JENIS
KENDARAAN

SATUAN /
UNIT

JUMLAH
KENDARAAN %

1 Sepeda Motor Unit / 108883 72%
2 Mobil Penumpang Unit / 18147 12%
3 Mobil Barang Unit / 19242 13%
4 Bus Unit / 4808 3%
5 Ransus Unit / 1050 1%

JUMLAH 152130 100%
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Keterlibatan Bus & Truk dalam kecelakaan lalu
lintas jalan pada tahun 2014 sebesar 3% dan 13%.

TINGGINYA FATALITAS
AKIBAT KECELAKAAN
ANGKUTAN UMUM
Mengikis Citra &
Mengancam Bisnis !

Kecelakaan  di tol Pali-Kanci
14 juli 2015, 11 tewas

Kecelakaan Bus di di
Sidoarjo selasa 13/10 2014,
7 penumpag tewas

Kecelakaan truk barang yang
mengangkut anak anak
tewas krn masuk jurang
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DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTA
REKOMENDASI KNKT KE DITJEN HUBDAT,
2007 s/d 2017
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PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

 Pasal 27
Perusahaan Angkutan Umum wajib
membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ

PENERAPAN SMKPENERAPAN SMK
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum adalah
bagian dari manajemen
perusahaan angkutan umum berupa
tata kelola keselamatan yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan umum
secara komprehensif dan terkoordinasi
dalam rangka mewujudkan keselamatan
dan mengelola risiko kecelakaan.

DEFINISI
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Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum adalah
bagian dari manajemen
perusahaan angkutan umum berupa
tata kelola keselamatan yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan umum
secara komprehensif dan terkoordinasi
dalam rangka mewujudkan keselamatan
dan mengelola risiko kecelakaan.
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
TUJUAN

 Mencegah kerugian akibat kejadian
yang tidak diinginkan akibat kegiatan
angkutan

 Menjamin kelancaran transportasi
 Menjaga keselamatan konsumen
 Meningkatkan kepuasan pelanggan
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 Mencegah kerugian akibat kejadian
yang tidak diinginkan akibat kegiatan
angkutan

 Menjamin kelancaran transportasi
 Menjaga keselamatan konsumen
 Meningkatkan kepuasan pelanggan

Memastikan tata kelola keselamatan
bagi perusahaan dalam

penyelenggaraan angkutan
penumpang umum sesuai dengan

standar keselamatan yang ditetapkan
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PERLUNYA SMK
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
KERANGKA KERJA SMK TRANSPORTASI
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SISTEM
MANAJEMEN

KESELAMATAN
PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

1. Komitmen dan kebijakan
2. Pengorganisasian
3. Manajemen bahaya dan resiko
4. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor

5. Dokumentasi dan data
6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan
7. Tanggap darurat
8. Pelaporan kecelakaan internal

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDAT
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SISTEM
MANAJEMEN

KESELAMATAN
PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

5. Dokumentasi dan data
6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan
7. Tanggap darurat
8. Pelaporan kecelakaan internal

9. Monitoring dan evaluasi
10.Pengukuran kinerja

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum dilakukan oleh petugas/unit yang bertanggung
jawab di bidang sistem manajemen angkutan umum
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PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalah
suatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmen
terhadap keselamatan yang menjadi salah satu
standar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yang
harus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpang
maupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalan
yang lain.

1
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POKOK PIKIRAN :

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalah
suatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmen
terhadap keselamatan yang menjadi salah satu
standar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yang
harus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpang
maupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalan
yang lain.

visi, misi, kebijakan, dan sasaran
perusahaan
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN:
Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawab
yang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugas
keselamatan angkutan. Ini merupakan langkah penting
dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan
sebagai kewajiban para manajer dan staf yang
memperhatikan keselamatan operasi untuk penumpang
dan pengemudi. Manajemen juga harus memiliki
mekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwa
perubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasi
keselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.

2

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDAT
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN:
Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawab
yang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugas
keselamatan angkutan. Ini merupakan langkah penting
dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan
sebagai kewajiban para manajer dan staf yang
memperhatikan keselamatan operasi untuk penumpang
dan pengemudi. Manajemen juga harus memiliki
mekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwa
perubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasi
keselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.

struktur organisasi, tugas dan
fungsi unit organisasi perusahaan

angkutan umum
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Elemen ini mengharuskan adanya
persyaratan untuk identifikasi bahaya
dan resiko, perencanaan potensi
konsekuensi dan implementasi untuk
mengurangi atau menghilangkan
kemungkinan terjadinya hal tersebut.
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POKOK PIKIRAN :
Elemen ini mengharuskan adanya
persyaratan untuk identifikasi bahaya
dan resiko, perencanaan potensi
konsekuensi dan implementasi untuk
mengurangi atau menghilangkan
kemungkinan terjadinya hal tersebut.
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Setiap perusahaan angkutan umum mempunyai
fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan
dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan
untuk mendukung kegiatan perusahaan
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POKOK PIKIRAN :
Setiap perusahaan angkutan umum mempunyai
fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan
dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan
untuk mendukung kegiatan perusahaan
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Perusahaan angkutan umum diharapkan memahami
fungsi keselamatan utama dan prosesnya dalam
mengembangkan dokumentasi standar.
Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi
sumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,
karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi ini
berupa data yang senantiasa diperbaharui (up to
date)
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POKOK PIKIRAN :
Perusahaan angkutan umum diharapkan memahami
fungsi keselamatan utama dan prosesnya dalam
mengembangkan dokumentasi standar.
Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi
sumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,
karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi ini
berupa data yang senantiasa diperbaharui (up to
date)
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi
bagi awak kendaraan sehingga dapat memiliki
pengemudi yang profesional , yang kompeten
dengan memilki pengetahuan, ketrampilan dan
attitude yang baik harus menjadi hal yang prioritas
bagi perusahaan.
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POKOK PIKIRAN :
Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi
bagi awak kendaraan sehingga dapat memiliki
pengemudi yang profesional , yang kompeten
dengan memilki pengetahuan, ketrampilan dan
attitude yang baik harus menjadi hal yang prioritas
bagi perusahaan.

sertifikat kompetensi kerja yang
diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi
Profesi atau lembaga yang ditunjuk
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memiliki
sebuah tim yang bertanggung jawab membuat dan
mengimplementasikan prosedur untuk menafsirkan
resiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin dan
membuat perencanaan tanggap darurat terhadap
resiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harus
dievaluasi secara berkala.
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POKOK PIKIRAN :
Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memiliki
sebuah tim yang bertanggung jawab membuat dan
mengimplementasikan prosedur untuk menafsirkan
resiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin dan
membuat perencanaan tanggap darurat terhadap
resiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harus
dievaluasi secara berkala.

Standar Prosedur Operasi
untuk menghadapi setiap keadaan

darurat
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan berguna
sebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktor
kecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakan
untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.
Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasi
atau mengklasifikasi kecelakaan yang berguna
untuk pencegahan kecelakaan yang sama

8

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDAT
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :
Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan berguna
sebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktor
kecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakan
untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.
Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasi
atau mengklasifikasi kecelakaan yang berguna
untuk pencegahan kecelakaan yang sama

Laporkan secara internal
setiap kecelakaan lalu

lintas
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :

Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuan
utama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatu
perencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuai
dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.
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POKOK PIKIRAN :

Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuan
utama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatu
perencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuai
dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.
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SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :
Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauan
kinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkait
dengan keselamatan angkutan. Namun demikian
prioritas dapat diberikan kepada unsur yang
langsung terkait dengan keselamatan transportasi
yaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/
pengemudi)
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POKOK PIKIRAN :
Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauan
kinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkait
dengan keselamatan angkutan. Namun demikian
prioritas dapat diberikan kepada unsur yang
langsung terkait dengan keselamatan transportasi
yaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/
pengemudi)

KEGIATAN BERKALA UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESELAMATAN
PELAYANAN ANGKUTAN, YANG DINYATAKAN DENGAN :
• RATIO ANTARA JUMLAH KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN

KILOMETER
• RATIO ANTARA KORBAN KECELAKAAN DENGAN KEJADIAN

KECELAKAAN
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 PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,
MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ

 PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAM
JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN

 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKAN
KEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN
UMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
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 PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,
MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ

 PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAM
JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN

 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKAN
KEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN
UMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA



SMK PADA
PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

Perusahaan angkutan umum yang telah
memperoleh izin angkutan sebelum peraturan
pemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,
melaksanakan dan menyempurnakan sistem
manajemen keselamatan perusahaan angkutan
umum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku.

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
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Perusahaan angkutan umum yang telah
memperoleh izin angkutan sebelum peraturan
pemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,
melaksanakan dan menyempurnakan sistem
manajemen keselamatan perusahaan angkutan
umum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku.
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TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAH

DITJEN DARAT DISHUB
PROV/KAB/KOTA

Pedoman pembuatan, pelaksanaan,
dan penyempurnaan Sistem
Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
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PEMBINAAN

DISHUB
PROV/KAB/KOTA

PENILAIAN
BIMTEK DAN

BANTEK PENGAWASAN

audit, inspeksi, dan pengamatan
dan pemantauan

TIM TERDIRI DARI:
1. UNSUR TEKNIS BIDANG

KESELAMATAN
2. UNSUR TEKNIS BIDANG ANGKUTAN
3. UNSUR HUKUM
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ANGKUTAN
UMUM

TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAH
PEMBINAAN

BERKALAINSIDENTIL

INSPEKSI PENGAMATAN
PEMANTAUANAUDIT FUNGSI

PENGAWASAN
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PENILAIAN INTERPRETASI

DESKRIPSI REKOMENDASI

TEKNIK ANALISIS

KATAGORISASI PERSYARATAN
PERIJINAN

PERBAIKAN PENYEMPURNAAN

TUJUAN
PENGAWASAN

OUTPUT
PENGAWASAN



SMK PADA
PERUSAHAAN

ANGKUTAN
UMUM

SANKSISANKSI
Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenai
sanksi administratif berupa:
• peringatan tertulis:

• Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30
hari

• pembekuan izin:
• Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu

30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidak
melaksanakan kewajiban dikenai sanksi
pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu
pengawasan.pencabutan izin:

• Dalam jangka waktu 60  hari kalender sejak
tanggal pembekuan izin, pemegang izin tidak
melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi
pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu
pengawasan.
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